
WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 20 TAHUN

2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan

informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah

Kota Madiun, maka Peraturan Walikota Madiian Nomor

20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai

dengan perkembangan keadaan dan dirasa perlu untuk

diatur lebih detail sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Keija;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

12. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011

tentang Pelayanan Publik;

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahiin 2017

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum

Daerah;

15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

MADIUN.
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun

Nomor 20 Tahion 2017 tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun

Tahun 2017 Nomor 21/6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf n dihapus

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal4

(1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, sekurang-

kurangnya terdiri dari:

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-

kurangnya memuat:

1. nomor;

2. ringkasan isi informasi;

3. pejabat atau unit/satuan keija yang

menguasai informasi;

4. penanggungjawab pembuatan atau

penerbitan informasi;

5. waktu dan tempat pembuatan informasi;

6. bentuk informasi yang tersedia;

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi

arsip;

b. Informasi tentang peraturan, keputusan

dan/atau kebijakan Badan Publik yang

sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. dokumen pendukung seperti naskah

akademis, kajian atau pertimbangan yang

mendasari terbitnya peraturan, keputusan

atau kebijakan tersebut;

2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas

peraturan, keputusan atau kebijakan

tersebut;

3. risalah rapat dari proses pembentukan

peraturan, keputusan atau kebijakan

tersebut;

4. rancangan peraturan, keputusan atau

kebijakan tersebut;
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5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau

kebijakan tersebut;

6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan

yang telah diterbitkan,

c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan

diumumkan secara berkala sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2.

d. informasi tentang organisasi, administrasi,

kepegawaian, dan keuangan, antara lain :

1. pedoman pengelolaan organisasi,

administrasi, personil dan keuangan;

2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang

meliputi nama, sejarah karir atau posisi,

sejarah Pendidikan, penghargaan dan sanksi

berat yang pemah diterima;

3. anggaran Badan Publik secara umtom

maupun anggaran secara khusus unit

pelaksana teknis serta laporan keuangannya;

4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh

Badan Publik.

e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga

berikut dokumen pendukungnya;

f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan

Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya;

g. dihapus

h. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan
dan/atau dikeluarkan berikut dokumen
pendukungnya, dan laporan penataan izin yang
diberikan;

i. data perbendaharaan atau inventaris;

j. rencana strategis dan rencana keija Badan
Publik;

k. agenda keija pimpinan satuan keija;

1. informasi mengenai kegiatan pelayanan

Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan

prasarana layanan Informasi Publik yang

dimiliki beserta kondisinya, sumber daya

manusia yang menangani layanan informasi

Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan

Informasi Publik serta laporan penggunaannya;










































